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ABSTRAK

Peran Risiko Operasional dalam Memoderasi Pengaruh Corporate Governance terhadap
Financial Statement Fraud (Studi pada Bank Umum yang Terdaftar di BEI). Peningkatan
kecurangan pelaporan keuangan yang dilakukan perusahaan publik akan meningkatkan
kekhawatiran di kalangan masyarakat, termasuk investor, auditor, kreditur dan pemangku
kepentingan lainnya. Aktivitas fraud yang dilakukan oleh perusahaan berpotensi meningkatkan
biaya risiko operasional, yakni berupa denda atau sanksi yang harus ditanggung apabila
perusahaan terdeteksi melakukan penipuan (fraud). Corporate governance merupakan salah satu
cara untuk mengurangi tindakan-tindakan ilegal yang dilakukan oleh pihak manajemen,
khususnya yang terkait dengan kecurangan laporan keuangan perusahaan. Tujuan penelitian ini
adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh corporate governance terhadap financial
statement fraud pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dengan dimoderasi oleh risiko
operasional. Pengembangan model penelitian dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis
ulang baik pengaruh langsung antara corporate governance terhadap financial statement fraud,
maupun pengaruh tidak langsungnya melalui peran moderasi risiko operasional. Sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum yang terdaftar di BEI. Berdasarkan kriteria
populasi yang ditetapkan, maka diperoleh jumlah populasi sebanyak 25. Teknik pengambilan
sampel yang digunakan adalah metode sensus, dengan periode pengamatan selama tiga tahun,
sehingga total unit data yang diolah adalah sebanyak 75 unit. Analisis data menggunakan model
analisis regresi moderasi dengan metode Moderated Regression Analysis (MRA), yang
dilakukan melalui bantuan software SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pelaksanaan corporate governance dapat meningkatkan tindakan financial statement fraud yang
dilakukan oleh Bank. Sebaliknya interaksi pelaksanaan corporate governance dengan risiko
operasional dapat menurunkan tindakan financial statement fraud yang dilakukan oleh Bank.
Temuan penelitian memberikan indikasi bahwa ketika Bank mengkalkulasi besarnya risiko
operasional dalam pengelolaan bisnis mereka, maka tindakan kecurangan pada publikasi laporan
keuangan akan dikurangi atau diturunkan.

Kata Kunci: Corporate Governance, Financial Statement Fraud, Risiko Operasional
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Sejalan dengan globalisasi ekonomi, kondisi pasar yang semakin kompetitif, serta
perkembangan teknologi informasi, menyebabkan semakin tingginya tingkat kompleksitas
perusahaan dalam mengelola bisnisnya. Kompleksitas yang dialami perusahaan dapat memicu
terjadinya suatu fraud. Sebagaimana dinyatakan oleh Indriastuti dan Ifada (2011) bahwa semakin
kompleks operasional suatu perusahaan dapat memberikan peluang yang lebih besar pada
perusahaan tersebut untuk melakukan fraud.

Di sisi lain, fraud merupakan salah satu fenomena global yang dianggap sebagai masalah
bagi perusahaan, terlepas dari ukuran, sektor atau wilayah di mana mereka beroperasi (Kurant,
2014). Fraud juga dapat menjadi ancaman serius yang mengakibatkan nilai kerugian yang sangat
signifikan bagi perusahaan. Kasus-kasus fraud yang semakin meningkat telah menjadi perhatian
khusus bagi para komunitas bisnis, karena bagaimanapun hal ini dapat memberikan dampak
negatif, baik bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Hasil kajian The Economics of
Fraud (2016) mengungkapkan bahwa 59% perusahaan-perusahaan di Asia Pasific menunjukkan
indikasi untuk meningkatkan fraud dalam lima tahun ke depan, dan sebagian besar justru
dilakukan dinegara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat, seperti pasar Indonesia.

Dalam konteks perbankan di Indonesia, perbankan memiliki kedudukan yang strategis,
baik sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran maupun penunjang pelaksanaan
kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, oleh karenanya diperlukan
perbankan yang sehat, transparan dan bertanggung jawab (Bank Indonesia, 2012). Fraud itu
sendiri dianggap dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi ekonomi (Albrecht, et al. 2007),

Sebagaimana diketahui bahwa laporan keuangan merupakan salah satu bentuk alat
komunikasi perusahaan kepada para pengguna informasi keuangan terkait data keuangan atau
aktivitas operasional perusahaan. Kecurangan laporan keuangan (Financial statement fraud)
diartikan sebagai tindakan yang sengaja dilakukan yang mengakibatkan salah saji materiil dalam
pelaporan keuangan (Generally Accepted Auditing Standard — GAAS, 2006 dalam Suprajadi,
2009). Salah saji tersebut biasanya ditemukan dalam bentuk manipulasi atau pemalsuan catatan
akuntansi, penghilangan yang disengaja dari laporan keuangan, dan kesalahan penerapan prinsip
akuntansi. Secara umum, motif dasar dalam melakukan kecurangan adalah dikarenakan kinerja
perusahaan yang buruk sehingga mendorong pihak manajemen untuk melakukan kecurangan
pelaporan keuangan (Listyawati, 2016). Kecurangan pada laporan keuangan di satu sisi dapat
memberikan keuntungan bagi para pelaku bisnis, ketika mereka dapat melebih-lebihkan hasil
usaha (overstated) dan kondisi keuangan perusahaan, sehingga penyajian laporan keuangan
terlihat baik dalam pandangan publik. Akan tetapi, hal ini juga sangat merugikan publik yang
lebih banyak menggantungkan pengambilan keputusan mereka dari laporan keuangan tersebut.

Menurut Yu, et al. (2010), penipuan perusahaan (corporate fraud) merupakan
manifestasi klasik dari masalah keagenan dan tata kelola perusahaan yang lemah. Tindakan fraud
diindikasikan terjadi akibat adanya pemisahan antara pemilik dengan pengelola perusahaan
(Meutia, 2004). Sementara Dechow dalam Skousen, et al. (2009) menyatakan bahwa
kecenderungan atas tindakan fraud lebih banyak dilakukan oleh perusahaan dengan latar
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belakang yang didominasi oleh pihak dalam (insider) dan kemungkinan besar tidak memiliki
komite audit.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam upaya mengurangi
permasalahan keagenan antara prinsipal dan agent adalah melalui tata kelola yang baik (Ritonga,
2014). Selain itu, Badan Pengelola Pasar Modal (BPPM) di beberapa negara juga menyatakan
bahwa penerapan tata kelola perusahaan (corporate governance) di perusahaan-perusahaan
publik telah berhasil mencegah praktik kecurangan atas laporan keuangan dengan baik (Sutoyo
dan Aldridge, 2005). Dari sini, dapat dilihat bahwa corporate governance memiliki pengaruh
signifikan terhadap fraud (Chen, et al. 2006), karena corporate governance merupakan alat
untuk menjamin direksi dan manajer (insider) agar dapat bertindak yang terbaik untuk
kepentingan para investor luar (kreditur atau shareholder) (Jackson, et al. 2009).

Rezaee dan Kedia (2012) mengungkapkan bahwa permintaan atas corporate governance,
sebagai upaya mengatasi kecurangan, akan terus meningkat hingga 82 persen di masa
mendatang. Hal ini mengindikasikan bahwa corporate governance yang baik dapat mengurangi
tindakan-tindakan ilegal yang dilakukan oleh pihak manajemen, khususnya yang terkait dengan
kecurangan laporan keuangan perusahaan. Aspek-aspek dari corporate governance yang efektif
juga diprediksikan mampu dalam mengurangi kecurangan, meningkatkan akuntabilitas,
keandalan dan kualitas informasi keuangan. Staciokas dan Rupsys (2005) mengidentifikasi
unsur-unsur tata kelola perusahaan untuk setidaknya menyertakan komite audit, auditor
eksternal, audit internal, dan direksi.

Elemen penting dalam corporate governance adalah keterbukaan dan transparansi
(Iskander dan Chamlou, 2000). Untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh pihak
manajer (agent), baik yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan maupun asimetri informasi
antara principal dan agent, maka diperlukan adanya keterbukaan dan transparansi informasi
dalam keseluruhan proses operasi perusahaan. Dalam rangka penerapan prinsip transparansi
(transparency) tersebut, bank wajib menyampaikan dan mempublikasikan laporan pelaksanaan
Good Corporate governance (GCG) secara berkala dan berkesinambungan. Sedangkan dalam
upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG, Bank wajib melakukan penilaian
sendiri (self assessment) secara komprehensif dan terstruktur terhadap kecukupan pelaksanaan
GCG. Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas
pelaksanaan prinsip GCG.

Menurut Komite Basel, praktik tata kelola perusahaan yang efektif sangat penting untuk
mencapai dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan (Bank for
International Settlement — BIS, 2010). Hal ini dikarenakan sistem perbankan mempunyai peran
yang signifikan dalam perekonomian, sehingga tata kelola perusahaan dan manajemen risiko
menjadi sangat penting di lembaga-lembaga keuangan. Pada dasarnya, terdapat keterkaitan erat
antara tata kelola perusahaan (corporate governance) dengan manajemen risiko (risk
management). Implementasi tata kelola yang efektif akan mempertimbangkan risiko pada saat
menyusun strategi. Sebaliknya, manajemen risiko juga didasarkan pada tata kelola yang efektif,
selain bergantung pada efektivitas komunikasi pengendalian internal kepada Dewan.
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Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat
diperkirakan (anticipated) maupun yang tidak dapat diperkirakan (unanticipated), yang
berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank (Arens, et al. 2003). Esensi dari
penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko,
sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali pada batas/limit yang dapat diterima serta
menguntungkan bank.

Pada Lampiran I, Bank Indonesia (2003), dijelaskan bahwa penerapan manajemen risiko
akan memberikan manfaat, baik kepada perbankan maupun kepada otoritas pengawasan bank.
Bagi perbankan, penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan nilai pemegang saham,
memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa
datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis, yang
didasarkan pada ketersediaan informasi, digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat
mengenai kinerja bank, menilai risiko yang melekat pada instrumen atau kegiatan usaha bank
yang relatif komplek serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam
rangka meningkatkan daya saing bank.

Dalam hubungannya dengan aktivitas penipuan (fraud) yang dilakukan oleh bank, maka
kerangka kerja manajemen risiko yang efektif akan memungkinkan organisasi untuk memiliki
kontrol dalam mencegah terjadinya fraud, mendeteksi kemungkinan adanya fraud dengan cepat,
serta merespons kejadian fraud dengan efektif. Sebagaimana ketentuan Bank for International
Settlement (BIS) / Komite Basel (2003), bahwa aktivitas fraud, baik internal fraud maupun
eksternal fraud, dikelompokkan ke dalam risiko operasional bank.

Secara definitif, risiko operasional bank merupakan risiko yang disebabkan
ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan
sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional
dapat menimbulkan kerugian keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung serta
kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. Pengelolaan risiko
operasional pada dasarnya dilakukan dalam upaya mengurangi kemungkinan terjadinya
kesalahan pada sistem dan prosedur, melangsungkan mekanisme yang memungkinkan
terdeteksinya potensi terjadinya internal fraud, dan menjalankan prosedur untuk mengelola
akibat dari risiko operasional tersebut (Siregar, 2012).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa penerapan corporate governance
merupakan salah satu upaya dalam mengurangi aktivitas financial statement fraud yang
dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, peran manajemen risiko sebagai bagian dari implementasi
corporate governance juga sangat penting dalam melakukan mitigasi atas risiko financial
statement fraud, sehingga perusahaan akan mengkalkulasi besarnya biaya risiko operasional
yang diakibatkan oleh aktivitas financial statement fraud yang dilakukan oleh perusahaan
tersebut. Dalam konteks perbankan, semakin besar tindakan financial statement fraud yang
dilakukan oleh Bank akan berpotensi meningkatkan biaya operasional Bank yang bersangkutan.
Oleh karena itu, tingkat risiko operasional Bank merupakan salah satu faktor yang harus
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dipertimbangkan dalam implementasi good corporate governance Bank, sehingga dapat
meminimalisasi adanya aktivitas financial statement fraud oleh Bank.

Secara empiris, terdapat beberapa penelitian sebelumnya oleh Chen, et al. (2006); Gagola
(2011); Law (2011); Brody, et al. (2012); Ege (2014); Burton, et al. (2014); Desai (2015); Gupta
dan Gupta (2015); Habib dan Jiang (2015) yang mengungkap keterkaitan antara corporate
governance dan fraud. Dalam penelitiannya, Chen, et al. (2006) telah menemukan adanya
pengaruh signifikan antara corporate governance terhadap fraud. Kemudian, Gagola (2011) juga
menemukan bahwa kepemilikan manajerial dan struktur organisasi berpengaruh terhadap
kecenderungan kecurangan pelaporan keuangan. Law (2011) telah mengkaji mekanisme
corporate governance dan menemukan adanya dampak positif pada efektivitas komite audit,
efektivitas audit internal, tingkat manajerial, serta pedoman dan kebijakan etika terhadap
tindakan penipuan dalam organisasi. Brody, et al. (2012); Ege, (2014); Burton, et al. (2014) telah
menemukan bahwa corporate governance yang lemah dapat meningkatkan terjadinya fraud.
Desai (2015); Gupta dan Gupta (2015); Habib dan Jiang (2015) telah mengungkapkan bahwa
mekanisme corporate governance yang kuat dapat melemahkan tiga faktor penipuan (fraud)
yaitu kesempatan, tekanan dan rasionalisasi sehingga mengurangi terjadinya fraud.

Di sisi lain, keterkaitan antara corporate governance dengan risiko bank juga telah
dijelaskan oleh beberapa peneliti sebelumnya (Beasley, 1996; Tsorhe, et al. 2011; McNulty, et
al. 2012; serta Salhi dan Boujelbene, 2012). Beasley (1996) sebelumnya menemukan bukti
bahwa komite audit tidak memiliki hubungan dengan penipuan laporan keuangan. Sementara
Tsorhe, et al. (2011) telah menemukan bahwa proporsi anggota luar mewakili kemandirian dan
kekuatan dewan, sehingga kekuatan dewan dan perilaku pemangku kepentingan (stakeholders)
tersebut mempunyai dampak pada manajemen risiko bank, khususnya pada modal, risiko kredit,
dan risiko likuiditas. McNulty, et al. (2012) dengan mempelajari dampak dari perilaku dewan
dan karakteristik direktur pada manajemen risiko keuangan, telah menemukan bahwa proporsi
dewan non-eksekutif tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap risiko keuangan.

Beberapa penelitian mengenai pengaruh langsung antara corporate governance, financial
statement fraud, dan risiko menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Perbedaan hasil dalam
beberapa penelitian tersebut lebih dikarenakan oleh penggunaan model pengukuran yang berbeda
pada masing-masing variabel yang sama. Hal ini mengindikasikan research gap dalam
penelitian, yang menjadi salah satu dasar untuk menguji ulang pola hubungan atau pengaruh
langsung antara corporate governance, financial statement fraud, dan risiko operasional, dengan
menggunakan model pengukuran yang relevan dan lebih komprehensif.

Penelitian ini dilakukan dengan mengintegrasikan model penelitian yang lebih luas, yakni
melalui pengembangan model dari penelitian-penelitian sebelumnya terutama yang sudah
dilakukan oleh Beasley (1996); Chen, et al. (2006); Gagola (2011); Law (2011); Tsorhe, et al.
(2011); Brody, et al. (2012); McNulty, et al. (2012); Salhi dan Boujelbene (2012); Burton, et al.
(2014); Ege (2014); Desai (2015); Gupta dan Gupta (2015); serta Habib dan Jiang (2015), yang
telah menguji dampak langsung, baik antara corporate governance dan financial statement fraud
maupun antara corporate governance dan risiko. Keterbaruan dalam penelitian ini adalah
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menggunakan peran risiko operasional dalam memoderasi dampak corporate governance
terhadap financial statement fraud, dengan objek penelitian pada perusahaan perbankan yang ada
di Indonesia.

Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji komponen corporate
governance secara terpisah dan fokus pada aspek-aspek seperti komposisi dan karakteristik
dewan, struktur kepemilikan, kualitas internal kontrol, dan eksternal auditor (Ranti, 2011; Bozec
dan Bozec, 2012; Rigolini, et al. 2012). Namun, hanya sedikit penelitian sebelumnya yang
menggunakan parameter pengukuran secara komprehensif dengan mengintegrasikan keseluruhan
aspek corporate governance. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penentuan variabel corporate
governance pada penelitian ini didasarkan pada nilai peringkat (komposit) pelaksanaan
corporate governance sebagai hasil dari self assessment bank, yang mencakup 11 (sebelas) aspek
atau komponen corporate governance berdasarkan Surat Edaran Bl N0.15/15/DPNP/2013.

Pada perbankan di Indonesia, khususnya Bank Umum, perhitungan atas risiko
operasional bank masih menggunakan metode Basic Indicator Approach (BIA), yang merupakan
metode paling sederhana dibandingkan dengan dua metode lainnya, yaitu standardized approach
dan advanced measurement approach. Dengan mempertimbangkan keakurasian hasil penelitian,
maka penentuan variabel risiko operasional pada penelitian ini didasarkan pada nilai beban
modal risiko operasional sebagai hasil risk self assessment bank, yang mengacu pada ketentuan
Bank Indonesia, Basel 1l Accord, dan ketentuan internal bank.

Pendeteksian terhadap financial statement fraud pada penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan fraud score model, yakni sebuah pengembangan dari model fraud triangle yang
mengidentifikasi empat faktor yaitu pressure, opportunity, rationalization dan capability.
Pengukuran dengan fraud score model (F-score) dinilai lebih komprehensif dan representatif
karena memasukkan semua unsur accrual quality dan financial performance dari laporan
keuangan Bank.

Dari hasil temuan penelitian ini, nantinya dapat dilihat bagaimana pelaksanaan corporate
governance dalam memberikan dampak, baik secara langsung terhadap financial statement fraud
maupun secara tidak langsung melalui peran moderasi risiko operasional pada bank umum yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2013 sampai dengan 2015.

B. KAJIAN LITERATUR

Kajian literatur berisi kajian berbagai teori yang mendasari munculnya penelitian yang
berisi berbagai landasan teori dari variable yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini
didasari oleh teori keagenan (agency theory) adalah suatu hubungan antara atau kontrak antara
principal dan agent, dimana pihak principal memberikan tugas dan wewenang kepada agent
untuk melakukan suatu kegiatan atas nama principal.

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami
corporate governance. Teori keagenan (agency theory) menjelaskan adanya pemisahan antara
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kepemilikan dan pengelolaan suatu perusahaan yang dapat menimbulkan masalah keagenan
(agency problems), yaitu ketidaksejajaran kepentingan antara principal (pemilik/pemegang
saham) dan agent (manajer). Masalah keagenan ini dapat diminimumkan melalui suatu
mekanisme monitoring yang bertujuan untuk menyelaraskan (alignment) berbagai kepentingan.

Penelitian ini juga mengacu pada definitive dari fraud berdasarkan teori yang didasari
oleh Association of Certified Fraud Examiners - ACFE (2014). Penipuan perusahaan (corporate
fraud) merupakan manifestasi klasik dari masalah keagenan dan tata kelola perusahaan yang
lemah (Yu, et al. 2010). Pendelegasian tugas dari principal kepada agent membuat principal
tidak dapat mengawasi Kkinerja manajer secara menyeluruh, sehingga tercipta suatu kondisi
asimetri informasi yang dapat menyebabkan terjadinya fraud. Salah satu cara yang dapat
dilakukan oleh perusahaan dalam upaya mengurangi permasalahan keagenan antara principal
dan agent adalah melalui tata kelola yang baik (Ritonga, 2014).

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Bank for International Settlement (BIS) /
Komite Basel (2003), bahwa aktivitas fraud, baik internal fraud maupun eksternal fraud,
dikelompokkan ke dalam risiko operasional bank. Oleh karena itu, aktivitas fraud yang
dilakukan oleh perusahaan berpotensi meningkatkan biaya risiko operasional, yakni berupa
denda atau sanksi yang harus ditanggung apabila perusahaan terdeteksi melakukan penipuan
(fraud).

C. PELAKSAAAN DAN METODE
Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian secara kuantitatif. Pendekatan
kuantitatif bertujuan untuk mendeskripsi, mengkonfirmasi, dan membuktikan hipotesis terhadap
fenomena yang diamati. Selain itu, pendekatan kuantitatif juga mengumpulkan dan menganalisis
data, menggunakan strategi survei dan eksperimen, melakukan pengukuran dan observasi, serta
pengujian teori dengan uji statistik.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini bersifat
explanatory. Penelitian explanatory merupakan penelitian yang bermaksud menjelaskan
kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan dan pengaruh antara satu variabel
dengan variabel lain (Sugiyono, 2011).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum yang terdaftar di BEI pada
periode tahun 2013 sampai dengan 2015. Penggunaan Bank Umum sebagai populasi dikarenakan
Bank sebagai salah satu industri sektor keuangan di Indonesia telah menjalankan operasinya
berdasarkan ketentuan dan monitoring Bank Indonesia (atau OJK) secara langsung, sehingga
lebih rigid dibandingkan dengan perusahaan pada sektor non keuangan. Kriteria populasi dalam
penelitian ini adalah:
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1. Bank Umum vyang terdaftar di BEI, tidak di delisting atau di relisting selama periode
penelitian.

2. Bank Umum yang mempublikasikan laporan corporate governance dan telah melakukan self
assessment pelaksanaan GCG selama periode penelitian.

3. Bank Umum yang mempublikasikan laporan manajemen risiko dan telah melakukan risk self
assessment atas perhitungan risiko operasional selama periode penelitian.

4. Bank Umum yang mempublikasikan laporan keuangan lengkap dan menyediakan data yang
dibutuhkan selama periode penelitian.

Berdasarkan kriteria populasi di atas, jumlah Bank Umum yang memenuhi Kkriteria dalam
penelitian ini adalah sebanyak 25 Bank, sehingga populasi dalam penelitian ini berjumlah 25.
Dari keseluruhan populasi tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai sampel penelitian.
Dengan demikian, metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh atau
sensus. Berdasarkan periode pengamatan yang digunakan dalam penelitian, maka unit data yang
diolah adalah sebanyak 75 unit, yang berasal dari 25 sampel penelitian dikalikan 3 tahun.

Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumentatif, yakni berupa
laporan corporate governance, laporan manajemen risiko, dan laporan keuangan Bank Umum
yang dipublikasikan selama periode penelitian.

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang
diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh
pihak lain). Data sekunder yang akan digunakan antara lain:

1. Data peringkat pelaksanaan GCG, yang diambil dari laporan corporate governance yang
dipublikasikan Bank pada periode tahun 2013 — 2015.

2. Data perhitungan kuantitatif risiko operasional, yang diambil dari laporan manajemen risiko
yang dipublikasikan Bank pada periode tahun 2013 — 2015.

3. Data financial statement fraud, yang diambil dari laporan keuangan yang diterbitkan per 31
Desember dan dipublikasikan melalui website perusahaan atau website BEI (www.idx.co.id)
pada periode 2013 — 2015.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi,
yakni pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dokumen-dokumen, buku atau arsip
yang ada di perusahaan yang telah dipublikasikan dan dikaitkan dengan penelitian (Sugiyono,
2012). Pengumpulan data dilakukan dengan cara meng-copy atau men-download data-data yang
diperlukan, baik yang berasal dari website perusahaan, publikasi BEI (www.idx.co.id) maupun
publikasi saham ok (www.sahamok.com).


http://www.idx.co.id/
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D. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.4.1. Pengaruh Corporate Governance terhadap Financial Statement Fraud

Pelaksanaan corporate governance terbukti memberikan pengaruh penting terhadap
financial statement fraud di dalam obyek penelitian Bank Umum di Indonesia. Arah pengaruh
tersebut ditemukan positif, sehingga dapat diartikan bahwa semakin membaik pelaksanaan
corporate governance maka secara langsung dapat mendorong terjadinya tindakan financial
statement fraud pada Bank yang bersangkutan.

Secara rata-rata hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa implementasi corporate
governance pada Bank Umum sudah baik, dengan skor peringkat 4,05 dari skala 5. Disisi lain,
persentase tindakan financial statement fraud menunjukkan nilai rata-rata sebesar 67,49%, yang
artinya tingkat kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh sebagian besar Bank Umum
masih cukup tinggi, dengan persentase di atas 50% dari keseluruhan data laporan keuangan yang
disajikan atau dipublikasikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun rata-rata Bank telah
dikelola dengan baik, namun tindakan kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh Bank
masih cukup tinggi.

Temuan penelitian ini mengkonfirmasi hasil penelitian oleh Chen, et al. (2006) yang
menemukan bahwa corporate governance memiliki pengaruh signifikan terhadap fraud; Law
(2011) yang menemukan bahwa efektivitas komite audit, efektivitas audit internal, tingkat
manajerial, serta pedoman dan kebijakan etika berhubungan positif dengan adanya penipuan
dalam organisasi; dan Gagola (2011) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial dan
struktur organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan pelaporan keuangan.
Sebaliknya temuan penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Nuryaman, et al. (2010) yang
menemukan bahwa struktur kepemilikan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap
fraud; Wicaksono (2015) yang menemukan bahwa komite audit dan efektivitas audit internal
berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kemungkinan kecurangan dalam pelaporan
keuangan; serta Wicaksono (2015) yang menemukan bahwa ukuran dewan komisaris dan
komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Dalam konteks perusahaan, dimana terdapat pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal
dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan, maka akan muncul permasalahan
agensi (agency problem) karena masing-masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk
memaksimalkan fungsi utilitasnya masing-masing. Tindakan fraud dikaitkan dengan masalah
keagenan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Kondisi ini biasanya terjadi pada penyajian
laporan keuangan perusahaan. Prinsip akuntansi yang berlaku umum memberikan fleksibilitas
bagi manajemen untuk menentukan metode maupun estimasi yang dapat digunakan. Hal inilah
yang menyebabkan terjadinya diskresi sehingga dapat mengarahkan perilaku manajemen
menjadi oportunistik. Diskresi tersebut umumnya digunakan manajemen untuk kepentingan yang
menguntungkannya secara pribadi tetapi merugikan perusahaan dan pemegang saham secara
umum.

Secara lebih jauh, perilaku manajemen yang bersifat oportunistik ini dapat mendorong
kemungkinan dilakukannya kecurangan (fraud) dalam pelaporan keuangan. Oleh karena itu,
perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis dipengaruhi oleh suatu kerangka tata kelola
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(corporate governance framework). Perusahaan membutuhkan penerapan prinsip-prinsip tata
kelola perusahaan yang baik, terutama terkait dengan manajemen internal perusahaan yang
bersangkutan. Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) bertujuan untuk
meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan.
Selain itu, GCG juga berkaitan dengan upaya meyakinkan investor bahwa manajer akan
memberikan keuntungan bagi investor, manajer tidak akan mencuri atau menggelapkan dan
bahkan menginvestasikan dana investor ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan,
serta bagaimana para investor mengendalikan para manajer (EI Gammal dan Showeiry, 2012).
Mekanisme GCG tersebut memberikan efek monitoring terhadap pelaksanaan operasional
perbankan sehingga membantu manajemen dalam menghasilkan keputusan yang baik yang dapat
berdampak pada kinerja bank.

Di sisi lain, aktivitas fraud yang dilakukan oleh perusahaan masih akan dapat terjadi
meskipun manajemen telah menetapkan kebijakan yang tepat, melatih staf yang mereka miliki,
mengeksekusi penilaian risiko fraud yang tinggi, serta membentuk pengendalian internal untuk
mencegah dan mendeteksi fraud (Torpey & Sherrod, 2011). Dalam hal ini, dibutuhkan strategi
respon fraud sebagai sarana formal dalam menangani deteksi kasus fraud (Chartered Global
Management Accountant — CGMA, 2012). Berdasarkan laporan CGMA (2012) dijelaskan bahwa
strategi respon fraud perlu untuk dilakukan dengan setidaknya mencakup prosedur untuk
mengumpulkan bukti dan pemeriksaan dengan cara menginformasikan pengambilan keputusan
yang efektif sambil memastikan bukti yang dikumpulkan dalam hal tindakan hukum. Lebih
lanjut, CGMA (2012) juga menganjurkan adanya komposisi tim respon fraud setidaknya terdiri
atas tim internal dan eksternal serta harus dipimpin oleh manajer puncak yang memiliki
keterampilan dan pengalaman untuk pengambilan keputusan yang tepat waktu dan akurat.

Berdasarkan uraian di atas, jelas terlihat bahwa kecurangan laporan keuangan telah
dikaitkan dengan tata kelola perusahaan. Menurut Dechow dalam Skousen, et al. 2009, insiden
kecurangan tertinggi biasanya terjadi pada perusahaan dengan sistem tata kelola perusahaan yang
lemah. Kecenderungan melakukan tindakan fraud lebih besar terjadi pada perusahaan dengan
latar belakang yang didominasi oleh pihak dalam (insider) dan berkemungkinan besar tidak
memiliki komite audit (Dechow, et al. dalam Skousen, et al. 2009). Namun, hasil penelitian ini
menunjukkan kondisi yang sebaliknya, dimana meskipun hasil peringkat pelaksanaan corporate
governance Bank sebagian besar menunjukkan predikat baik, namun tingkat fraud laporan
keuangan yang dilakukan bank tersebut juga masih cukup tinggi, khususnya dalam tiga tahun
terakhir.

Temuan penelitian telah mengungkapkan bahwa implementasi corporate governance
berpengaruh penting terhadap financial statement fraud, dimana dampak pelaksanaan corporate
governance pada Bank justru meningkatkan kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh
Bank tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa implementasi GCG yang baik pada bank
tidak selalu menjamin dapat menurunkan tindakan fraud. Hal ini sejalan dengan pendapat Saleh,
Iskandar dan Rahmat (2005) yang berpendapat bahwa mekanisme tata kelola perusahaan saat ini
tidak cukup efektif dalam memberikan kontrol yang memadai dalam mengurangi insentif
manajemen untuk terlibat dalam kecurangan pelaporan keuangan. Selain itu, Salami, et al. 2014
juga menyebutkan bahwa meskipun pelaksanaan mekanisme tata kelola perusahaan telah
diterapkan, namun beberapa perusahaan masih melakukan fraud. Bahkan, perusahaan yang
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ditemukan melakukan fraud diketahui memiliki kerangka tata kelola perusahaan yang baik,
tetapi kegagalan dalam implementasi corporate governance tersebut terutama terjadi ketika
mereka menyimpang dari kode dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (Mardjono, 2005).

Apabila Bank fokus pada pencapaian nilai perusahaan yang tinggi, dalam artian Bank
berusaha meningkatkan kinerja mereka untuk dapat menciptakan persepsi positif dari pasar,
maka potensi tindakan fraud akan semakin tinggi. Hal ini memungkinkan terjadi, karena untuk
dapat memberikan sinyal positif ke pasar, bank akan berusaha menampilkan kinerja yang baik
pada laporan keuangan yang mereka publikasikan, sehingga menimbulkan celah untuk sengaja
memodifikasi hasil laporan keuangan mereka. Dalam teori segitiga kejahatan dinyatakan bahwa
fraud dipicu oleh tiga faktor yaitu kesempatan, tekanan/motif, dan justifikasi/pembenaran.
Temuan ini sejalan dengan pernyataan Crawford dan Weirich (2011) yang mengatakan bahwa
perusahaan melakukan penipuan laporan keuangan untuk: (1) meningkatkan kinerja keuangan
dan menghindari laporan kerugian sebelum pajak, dan (2) meningkatkan nilai harga saham untuk
menarik investor perusahaan. Apabila kinerja keuangan Bank menunjukkan hasil yang baik,
maka pasar akan merespon positif. Respon positif dari pasar akan meningkatkan harga saham
Bank yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan dari Bank tersebut.

Selain itu, pemisahan kepengurusan juga sangat berperan penting dalam mengurangi
tindakan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan. Kecilnya proporsi jumlah dewan
independen akan berdampak pada kurangnya independensi dewan dalam melakukan monitoring
secara optimal. Pengawasan internal yang lemah membuka peluang sangat besar bagi pelaku
kejahatan perbankan merealisasikan tindakannya. Sebagaimana diungkapkan oleh Rahnamay
dan Nabavi (2010) bahwa keberadaan dewan komisaris independen dapat meningkatkan
pengawasan manajemen, sehingga adanya proporsi yang tidak seimbang antara kepengurusan
pihak dalam (insider) dan pihak luar (outsider) akan menyebabkan ketidakefektifan pelaksanaan
tata kelola yang dijalankan oleh Bank.

4.4.2. Peran Moderasi Risiko Operasional pada Pengaruh Corporate Governance terhadap

Financial Statement Fraud

Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko operasional memberikan peran moderasi pada
pengaruh corporate governance terhadap financial statement fraud. Arah pengaruh tersebut
ditemukan negatif, sehingga dapat diartikan bahwa interaksi antara corporate governance
dengan risiko operasional dapat secara langsung menurunkan tindakan financial statement fraud
pada bank yang bersangkutan.

Secara rata-rata, besarnya beban risiko operasional pada Bank Umum di Indonesia adalah
sebesar 1.193.647, yang artinya rata-rata Bank mengkalkulasi besarnya risiko operasional atas
bisnis mereka sebesar Rp. 1.193.647. Di sisi lain, Rata-rata corporate governance Bank sebesar
4,05 dan rata-rata financial statement fraud Bank sebesar 67,49%. Kondisi ini menyiratkan
bahwa biaya risiko operasional yang tinggi dapat meningkatkan implementasi corporate
governance, meskipun hal ini masih menunjukkan tingkat kecurangan yang cukup tinggi yang
dilakukan oleh Bank.

Temuan penelitian ini mengkonfimasi hasil penelitian oleh Salhi dan Boujelbene (2012)
yang menemukan bahwa ukuran dewan yang lebih kecil membantu mengurangi kegiatan risk
taking. Kemudian Tsorhe, et al. (2011) menyatakan bahwa proporsi anggota luar mewakili
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kemandirian dan kekuatan dewan. Sebaliknya, temuan penelitian ini tidak sesuai dengan hasil
penelitian oleh McNulty, et al. (2012) yang menemukan bahwa proporsi dewan non-eksekutif
tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap risiko keuangan. Beasley (1996) menemukan
bukti bahwa komite audit tidak memiliki hubungan dengan penipuan laporan keuangan.

Effendi (2009) menjelaskan bahwa good corporate governance sebagai suatu sistem
pengendalian internal perusahaan memiliki tujuan utama untuk mengelola risiko yang signifikan
guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai
investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Sementara risiko operasional melibatkan
gangguan dalam pengendalian internal, personil dan tata kelola perusahaan yang mengarah ke
kesalahan, penipuan, kegagalan kinerja, sehingga berdampak pada kerugian keuangan (Arora
dan Agarwal, 2009).

Lewis (2004) menjelaskan bahwa risiko operasional dapat mengurangi nilai perusahaan
secara dramatis dan bahkan tiba-tiba, sehingga dampak dari risiko operasional ini tidak hanya
menimbulkan kerugian internal saja, namun juga kerugian eksternal perusahaan (Cruz, 2003).
Risiko operasional juga dikaitkan dengan aktivitas bisnis perusahaan dengan hasil usaha yang
dicapai perusahaan (King, 2001), sehingga untuk dapat meningkatkan nilai perusahaannya Bank
harus dapat menurunkan risiko-risiko yang berhubungan dengan pendapatan perusahaan.

Hanggraeni (2010) menyatakan bahwa risiko bersifat dinamis dan memiliki
interdependensi satu sama lain. Dalam hal ini, dinamisme sifat risiko tersebut harus dapat
diantisipasi sejak awal. Pengelolaan risiko operasional pada dasarnya ditujukan untuk
mengurangi kemungkinan terjadinya sesuatu yang salah pada sistem dan prosedur,
melangsungkan mekanisme yang memungkinkan terdeteksinya potensi terjadinya internal fraud,
dan menjalankan prosedur untuk mengelola akibat dari risiko operasional tersebut.

Risiko operasional dapat terjadi akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses
internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, serta adanya problem eksternal yang
mempengaruhi operasional bank. Untuk meminimalkan risiko yang terjadi, maka bank wajib
menerapkan manajemen risiko operasional agar risiko tersebut dapat dideteksi, dikendalikan, dan
diatasi kemunculannya. Risiko operasional kalau tidak ditangani secara serius dapat berdampak
buruk terhadap nama baik bank bersangkutan, yang pada gilirannya akan memengaruhi
penghimpunan dana nasabah dan keuntungan bank. Penerapan Corporate governance idealnya
ditujukan untuk mengurangi segala tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh Bank, karena di
satu sisi Bank menerapkan praktik good corporate governance untuk memaksimalkan nilai
perusahaan, namun di sisi lain untuk menghindari atau mencegah adanya tindakan fraud atau
KKN.

Temuan penelitian ini sangat menarik, karena pada hasil temuan pertama
mengungkapkan bahwa implementasi corporate governance justru akan meningkatkan tindakan
fraud laporan keuangan. Namun hasil yang kedua ini mengungkapkan bahwa interaksi antara
corporate governance dengan risiko keuangan akan menurunkan tindakan fraud laporan
keuangan yang dilakukan oleh Bank. Sebagaimana diketahui bahwa corporate governance
merupakan salah satu mekanisme yang dapat dijadikan sebagai alat kontrol perusahaan dalam
upaya mengantisipasi dampak terjadinya risiko bisnis, khususnya risiko operasional. Dalam
penerapan good corporate governance, Bank secara umum mengimplementasikan manajemen
risiko yakni dengan cara mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko, sehingga dari
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keseluruhan profil risiko tersebut Bank dapat melakukan upaya mitigasi atas segala bentuk
potensi risiko yang dapat muncul.

Ketika Bank mengkalkulasi atau mempertimbangkan besarnya biaya atas risiko
operasional yang dapat terjadi dari hasil kebijakan strategis mereka, maka hal ini akan mencegah
Bank untuk melakukan tindakan-tindakan kecurangan atau penyimpangan. Dengan kata lain,
apabila bank melakukan tindakan fraud pada laporan keuangan mereka, yang terutama dilakukan
untuk meningkatkan nilai perusahaan, maka dampak dari tindakan tersebut nantinya justru akan
menambah posting biaya yang lebih besar. Dalam hal ini, dampak terjadinya tindakan
kecurangan tersebut akan menimbulkan biaya denda yang sangat besar, sehingga akan
mempengaruhi aktivitas operasional bank yang diakibatkan oleh terganggunya likuiditas pada
bank tersebut.

4.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui informasi yang
dipublikasikan oleh Bank Umum yang terdaftar di BEI. Berdasarkan desain maupun metode
penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, penelitian ini tidak terlepas dari beberapa
keterbatasan. Adapun keterbatasan yang diidentifikasi dalam penelitian ini antara lain:

1. Pengukuran corporate governance dan risiko operasional dalam penelitian ini hanya
didasarkan pada hasil self assessment bank yang dipublikasikan pada laporan tahunan masing-
masing Bank Umum yang bersangkutan. Komponen penilaian yang digunakan terutama
mengacu pada ketentuan Bl atau OJK, sehingga model pengukuran lain yang mungkin
menggunakan komponen yang berbeda tidak dapat digunakan untuk menghindari adanya
ketidaksesuaian hasil penelitian dengan kondisi riil bank. Selain itu, generalisasi hasil
penelitian ini juga tidak dapat digunakan untuk penelitian pada perusahaan sektor lain
(khususnya non keuangan) yang umumnya tidak rigid terhadap peraturan Bl atau OJK.

2. Pengukuran financial statement fraud dalam penelitian ini hanya didasarkan pada Dechow
model (F-score), sehingga hasil penelitian mungkin akan berbeda apabila pengukuran
financial statement fraud dilakukan dengan menggunakan proxy lain, seperti Beneish model
(M-Score) dan modified Jones model.

E. PENUTUP

Berdasarkan uraian dan fenomena perusahaan perbankan di Indonesia, kesenjangan
penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Corporate governance mempunyai pengaruh signifikan pada financial statement fraud.
Adanya implementasi corporate governance dapat secara langsung meningkatkan terjadinya
tindakan financial statement fraud. Secara rata-rata, tingkat implementasi corporate
governance pada Bank Umum yang terdaftar di BElI menunjukkan peringkat yang baik,
namun tingkat financial statement fraud yang dilakukan oleh Bank-Bank tersebut masih
cukup tinggi dengan persentase di atas 50 persen.
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2. Risiko operasional dapat memberikan peran moderasi pada pengaruh corporate governance
terhadap financial statement fraud. Dalam hal ini, peran moderasi risiko operasional dapat
memperlemah pengaruh corporate governance terhadap financial statement fraud, sehingga
dapat diartikan bahwa interaksi antara corporate governance dengan risiko operasional dapat
secara langsung menurunkan terjadinya financial statement fraud pada Bank Umum yang
terdaftar di BEI. Secara rata-rata, tingkat beban modal risiko operasional Bank secara rata-rata
juga menunjukkan nilai yang cukup tinggi.

Ucapan Terima Kasih saya ucapkan kepada Prof. Dr. Bambang Widagdo, M.M. dan Dr. Ahmad
Juanda, Ak., M.M selaku Dosen Pembimbing dalam Penelitian ini, tak lupa saya ucapkan terima
kasih dan rasa hormat saya kepada Ibu Sugiyati Wulandari dan Bapak Mochamad Basori Bastia
yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan untuk penulis. Dan Pihak lainya yang
berkontribusi dalam penelitian ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu kususnya
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